DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Nugroho, Susanti Adi. 2012. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori
Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana Edisi Pertama.

Sutedi, Adrian. 2012. Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Pembaruannya:
Dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai
Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Pt. Grafindo.

Hermansyah. 2008. Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenada.

Lubis, Andi Fahmi, Dkk. 2009. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks.
Jakarta: GTZ.

Prayoga, Ayudha D. 2000. Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya. Jakarta:
Proyek ELIPS.

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar
Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, (Cetakan ke-6). Jakarta: Kencana.
Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, Rachmadi. 2013. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.

Rokan, Mustafa Kamal. 2010. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di
Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers.

Kagramanto, L. Budi. 2007. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum
Persaingan Usaha). Surabaya: Srikandi 2007.

Jurnal

Purwadi, Ari, ‘Praktik Persekongkolan Tender Pengvadan Barang Dan Jasa
Pemerintah’, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 NO. 2, Agustus (2019)

Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, ‘Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender
Berdasarkan Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Tanjungpura Law Jurnal, Vol. 4,
Juli (2020)

43
Panogari.Yohanes.Yakhin.Silalahi,2022
PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN
GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP Il KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 IImu Hukum
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvij.]



Dewantari, Revina Aprilia dan Munawar Kholil, ‘Penerapan Teori Efisiensi Dalam
Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Privat Law, Vol.6, Juli (2018)

Ustien, Dewi Oktoviana, ‘Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender’,
Ganaya: Jurnal 1lmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2 (2019)

Maheswari, Alya Anindita, ‘Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus
Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha’, Jurist-Diction,
Vol. 3 (2020)

Lutfi, Khoirur Rizal, ‘Pilihan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Di Pelabuhan

Indonesia Dalam Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” Jurnal
Yuridis, Vol. 3 NO 2, (2016)

Keintjem, Enrico Billy, ‘Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat
Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999°, Lex
Administratum, Vol. 4 (2016)

Gianjar Bowo Saputra. Hernawan Hadi, ‘Penegakan, Hukum Persekongkolan Tender
Menurut Undang-Undang 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Privat Law, Vol. 6 (2018)

Sianturi, Tadeus Adam, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, ‘Perjanjian Penetapan
Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (Freight Container): Studi
Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018,” KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 14
NO. 2 (2020)

Sukarmini, Wien dan Norman Syahdar Idrus, ‘Penerapan Prinsip Efektivitas dan Prinsip
Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” Jurnal Yuridis, Vol.7 NO 2, (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU NO. 2 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pasal 22 UU NO. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jakarta: KPPU.

44
Panogari.Yohanes.Yakhin.Silalahi,2022
PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN
GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP Il KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 IImu Hukum
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvij.]



Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021. Syarat. https://kbbi.web.id/sekongkol diakses
pada7 April 2021 (18.00 WIB)

Yusran. Ranyta, Petingnya Prinsip “Per Se” dan “Rule of Reason” diaksesPentingnya
prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha - Hukumonline.com
(Pada 7 April 2021. Pk 18.56 WIB)

45
Panogari.Yohanes.Yakhin.Silalahi,2022
PERSEKONGKOLAN TENDER HORIZONTAL DALAM PEMBANGUNAN
GEDUNG KOLAM RENANG TAHAP IIl KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 IImu Hukum
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvij.]


https://kbbi.web.id/sekongkol%20diakses%20pada7
https://kbbi.web.id/sekongkol%20diakses%20pada7
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha/

	DAFTAR PUSTAKA

